BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIANDRI DI
DESA KEPUHKIRIMAN KECAMATAN WARU KABUPATEN
SIDOARIJO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Praktik Poliandri di Desa
Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Poliandri yang dilakukan oleh seorang istri yang mempunyai dua
suami ini dengan latarbelakang ekonomi yang mendesak dari suami
pertama tidak memberi nafkah kepada istrinya dan suami pertama juga
sering memukuli, masyarakat sudah mengetahui perilaku dari suami
pertana. Ketika istri mintak cerai suami tidak menghiraukannya, dan
istri mintak izin untuk menikah lagi dan suami menyutujui asal tidak
bercerai. Dikarenakan suami pertama sangat mencintai istrinya.

Sebab itulah yang menjadi dasar terjadinya poliandri di Desa
Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terjadi. Dengan
upacara pernikahan yang secara sederhana, tanpa dihadiri banyak
undangan, hanya orang-orang tertentu saja yang ikut menyaksikan
pernikahan itu. Karena masing-masing keluarga merasa malu dan
menganggap itu sebagai aib yang besar yang dapat mengancam nama

baik keluarganya. Maka terjadilah upacara poliandri tersebut.
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Perkawinan poliandri dalam Al-Qur’an secara tegas dilarang

berdasarkan surat An- Nisa’ ayat 24
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Artimya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah
menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.
dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu)
mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan
untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka
maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan
tiadalalh Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu
Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.
Sesungguhnya Allalh  Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana " (an-Nisa’ 24)*

Adapun yang dimaksud dalam ayat diatas adalah wanita- wanita
yang memiliki suami (bersuami ). Menurut ayat diatas yaitu bahwa
diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporer dan
juga haram untuk dipinang, yaitu istri-istri orang lain atau perempuan-
perempuan yang bersuami, perempuan-perempuan ini termasuk golongan
perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada dibawah tanggung

jawab dan perlindungan orang lain. Oleh karena itu, diharankanlah

* Departemen Rl, a/-Qur’an dan Terjemahannya, 65
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mereka nikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi
orang lain. kecuali budak yang tertawan dari medan perang dalam
mempertahankan agama, sedang suami mereka dalam keadaan kafir dan
tinggal di negaranya (lawan). Dengan kata lain, meskipun mereka
bersuami, mereka tetap halal bagi kaum muslimin untuk mengawini
budak tersebut bila mereka menghendaki.

Ayat tersebut juga di dukung dalam hadist Nabi yang

diriwayatkan olch Imam Ahmad yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya: “Seorang wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka itu
(pernikahan yang sah) adalah wali yang pertama "
(HR.Ahamad dan dinilai Hasan oleh Tirmidzi)”’

Dijelaskan juga dalam undang-undang perkawinan No.l tahun

1974 pasal 9 yang berbunyi :

“Seorang yang masih terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain

tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat

(2) dan pasal 4 undang-undang yang ini (pengecualian poligami untuk

laki-12ki)”% Dijelaskan juga dalam KHI bab VI pasal 40 tentang,yang

berbunyi sebagai berikut:

¥ Sa’id al-Umam, a/-Muwartha’, 369
® Undang-Undang Perkawinan di lengkapi KHI(Surabaya: Arkola, 2006), 9.
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Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita karena keadaan tertentu:
a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan
dengan pria lain.
b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria

R 3G
lain.%

Sudah jelas bahwa yang diterangkan dalam KHI itu tidak diterapkan
pada masyarakat Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
itu. yang telah mendorong untuk melangsungkan akad nikah untuk wanita
yang masih status istri orang laki-laki. Tapi, tetap melakukan poliandri.

Poliandri menurut Undang-Undang, Hukum Islam atau pun Hukum
Adat, hukumnya adalah dilarang. Perkawinan yang terjadi di dalam
masyarakat, diluar dua jenis perkawinan diatas, tentunya tidak sesuai dengan
ketentuan hukum perkawinan sehingga menimbulkan keresahan bahkan
memicu terjadinya konflik dikalangan masyarakat.

Motivasinya, juga semata-mata karena faktor ekonomi, tetapi
Konstruksi berpikir yang demikian ini, adalah hasil dari analogi hukum
bahwa, tidak ada perkawinan bagi wanita untuk keduakalinya, pada saat
wanita itu masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki. Perkawinan

yang kedua bagi perempuan, padahal si wanita masih terikat perkawinan

¥ Ibid,, 191
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dengan suami pertama, dapat diqiyaskan sebagai perzinahan, sebagai
perselingkuhan dan juga sebagai bentuk pelanggaran norma perkawinan oleh
seorang perempuan.

Berdasarkan analisis diat as, tampak bahwa perkawinan poliandri yang
terjadi Desa Kepuhkiriman, memiliki persamaan. Salah satu persamaanya,
keduanya merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dari
hukum islam, sckaligus sebagai problem social, sebab merupakan bentuk
perilaku yang melanggar perkawinan menurut islam dan juga memperkosa
adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk
menjamin kescjahteraan hidup bersama), dan akibat yang ditimbulkan oleh
perkawinan poliandri yaitu, timbul dampak yang negatif diperoleh suatu
pemahaman bahwa apapun motivasi, dan apapun alasan pembenaran yang
digunakan untuk melakukan perkawinan poliandri, merupakan perbuatan
yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkawinan islam, moralitas
dan aklak masyarakat, baik ditilik dari ukuran norma sosial, norma hukum,
dan juga norma agama. Dampak negatif tersebut adalah, mendorong
terjadinya gaya hidup dengan gonta ganti pasangan yan melanggar secara
syariah. Selain itu, praktek perkawinan ini juga mengganggu ketenangan
warga.

Hikmah pelarangan terhadap perkawinan poliandri ialah untuk

menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan
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kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan
dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan,
telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat
perlindungan dan kepastian hukum. Menurut hukum waris Islam, seorang
anak yang masih dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan
hidup berhak mendapat bagian penuh, apabila ayahnya meninggal dunia
biarpun dia masih dalam kandungan.

Dcngan demikian, dari segi hukum waris Islam, kepastian hak
waris scorang anak, ditentukan oleh kapastian hubungan darah atau
hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. i)alam perkawinan
poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami
kekaburan, tidak ada kepastian, disebabkan karena terdapat becberapa
orang laki-laki yang secara brsamaan menjadi suami si ibu yang
melahirkan anak tersebut.

Dalam konteks tujuan perkawinan khususnya dalam agama islam,
disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan
keturuan, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, menimbulkan rasa
cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang
tua dan anaknya, untuk menghormati sunnah rasul, serta untuk

membersihkan keturunan.



